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Pengawasan Inspektorat Penting bagi Kalbar

PONTIANAK-Inspektorat Ka-
limantan Barat menggelar Rapat
Koordinasi Pengawasan Daerah
Tahun 2019 dan Pembahasan
PKPT tahun 2020, di Aula Kantor
Inspektorat Provinsi Kalbar, Rabu
(6/11). Kegiatan yang dibuka
secara langsung oleh Gubernur
Kalbar, Sutarmidji itu, dihadiri
oleh para inspektur dari Kabu-
paten/Kota se Kalbar. Rakor yang
‘mengangkattema‘APIPKompeten
Mengawal Pemerintah’ tersebut,
akandilaksanakanselamaduahari
6-7 November 2019.

Kegiatan tersebut menghadir-
kan Inspektorat IV Kementerian
Dalam Negeri, Bachtiar Sinaga.
Dalam pemaparannya ia menye-
but, pengawasan terhadap urusan
pemerintah dilakukan secara
berjenjang. Menurutnya, peran
kepala daerah sebagai perwaki-
lan pemerintah pusat juga sangat
penting. e

__ “pemerintah pusat melaku-
kan pengawasan umum dan
teknis terhadap pelaksanaan

urusan provinsi. Demikian juga -

gubernur sebagai kepala daerah,
melakukan pengawasan terhadap
urusan pemerintahankabupaten/
kota. Begitupun bagi bupati atau
walikota juga harus mengawasi
perangkat daerah di kabupaten/
kota. Mereka juga melakukan
pengawasan kepada pemerintah
* pusat,’ jelas dia. :

Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Kalbar, Sutarmidji
menyatakan komitmennya untuk
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RAKOR: Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka kegiatan Pengawasan
Daerah Tahun 2019 dan Pembahasan PKPT tahun 2020, yang digelar
oleh Inspektorat Kalbar, Rabu (6/11). :

selaludiawasiolehinspektorat. Dia
bilang, ia dan wakilnya tidak ter-

+ bebas dari pemeriksaan, sehingga

apabilaadakesalahan, dirinyasiap
untuk ditegur dan diperiksa. Ia
memberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi inspektorat untuk
mengawasi siapa saja di jajaran
pemerintahannya.

Orang nomor satu di Kalbar itu
meminta inspektorat berkolabo-
rasidengan BPKP, sertaberkonsul-
tasi, supayakualitas pemerintahan
berjalan baik dan efektif. Dirinya
menegaskan tidak akan segan-
segan mencopot bawahannya
bila ada temuan. “Jangan sampai
ada penyimpangan lagi pada
pemerintah provinsi, tata kelola
pemerintahaniniharuslebihbaik.
Kalau APBD 2019 Kalbar masih
ada temuan dari BPK maka harus
bertanggungjawab . dan kepala

dinasnya saya copot,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Panitia

kegiatan, Marlina menyampai-

kan, kegiatan ini diharapakan
dapat meningkatkan kompetensi
Aparat Pengawasan Intern Pe-
merintah atau APIP, sehingga
mampu menghasilkan laporan
hasil pengawasanyangberkualitas
serta dapat mengawal penye-
lenggara pembangunan daerah

- agar tercapai secara efektif dan
+efisien, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ber-
laku. “Salahsatutugas APIP adalah
pencegahan korupsi. Inspektorat
dan KPKRI terus mendukungpro-
gramstrateginasional pencegahan
korupsi, dengan tiga fokus utama,
yakni perizinan dan tata niaga,
keuangannegaradandaerah, serta
penegakan hukum dan reformasi
birokrasi, jelas dia.(sti)
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